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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan 

KeuanganPemerintah Daerah di Kabupaten Jayapura.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan Pelaksana pada Bidang Akuntansi di Perangkat 

Daerah Kabupaten Jayapura. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 67 

responden di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Jayapura. Metode sampel yang digunakan 

dalam penelitian mengunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan survei 

langsung. Pengujian hipotesis diuji secara empiris menggunakan Analisis Regresi Berganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kompetensi 

Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan Tekonologi Informasi (TI) dan Sistem Pengendalian 

Intern (SPI) secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui 

koefisien regresi yang menunjukan jika penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan SPI 

meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern. 

 
1. PENDAHULUAN 

Perkembangan sektor publik di Indonesia saat 

ini ditandai dengan menguatnya tuntutan 

akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik 

di pusat maupun daerah. Dalam konteks 

organisasi pemerintah, akuntabilitas publik 

adalah pemberian informasi atas aktivitas dari 

kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dengan laporan 

tersebut. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai 

bentuk kewajiban pihak pemegang amanah 

(agent) untuk memberikan pertanggung 

jawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 
yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk meminta pertanggung 

jawaban tersebut. 

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu 

keharusan untuk menyusun laporan keuangan 

yang berkualitas. Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) mencerminkan 

tertib pengelolaan keuangan daerah, yang 

mencakup tertib administrasi dan taat asas. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

merupakan suatu bentuk laporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah 

terhadap tuntutan publik atas pengelolaan 

keuangan daerah selama satu tahun anggaran. 

Dalam menyusun laporan keuangan, 

pemerintah daerah harus mengikuti Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 yang merupakan pembaharuan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 

Salah satu ciri pokok perubahan tersebut adalah 

penggunaan basis akuntansi dari basis kas 

menjadi basis akrual. Tujuan diberlakukannya 

hal tersebut adalah agar lebih accountable dan 

transparancy dalam pengelolaan keuangan 
daerah.  

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan 

informasi yang relevan, andal dan dapat 

dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan 

dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh 

suatu entitas pelaporan selama periode 

pelaporan yang setiap tahunnya mendapat 

penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini 

adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 

berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat 

memberikan empat macam opini yaitu: Opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar 
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Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar 

(TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 

atau pernyataan menolak memberi opini. Ketika 

BPK memberikan opini WTP atas LKPD ini 

berarti laporan keuangan yang 

dilaporkan/disajikan oleh pihak daerah sudah 

memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan 

keuangan tersebut sudah disajikan dan 

diungkapkan secara relevan, andal, dapat 

dibandingkan dan dapat dipahami.  

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester Satu BPK RI Tahun 2019 memuat 

hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah dari 542 LKPD 

Tahun 2018 yang wajib diserahkan. Terhadap 

542 LKPD Tahun 2018 tersebut, BPK 

memberikan 443 opini WTP (82%), 86 opini 

WDP (16%) dan 13 TMP (2%). Berdasarkan 

tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 

32 dari 34 pemerintah Provinsi (94%), 327 dari 

415 pemerintah Kabupaten (79%), dan 84 dari 

93 pemerintah Kota (90%). Capaian target 

tersebut telah melampaui target kinerja 

keuangan daerah bidang penguatan tata kelola 

pemerintah daerah/program peningkatan 

kapasitas keuangan pemerintah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota yang ditetapkan dalam 

RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 

85%, 60% dan 65% pada tahun 2019 

(https://www.bpk.go.id/ihps).  

Pemerintah Kabupaten Jayapura kembali 

menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan 

Provinsi Papua atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 

(http://www.jayapurakab.go.id) pada bulan 

Maret 2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) ini merupakan kelima kali sejak tahun 

2014 yang diraih berturut-turut oleh Kabupaten 

Jayapura. Kendati demikian, dalam resume 

Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK masih 

menemukan adanya kelemahan Sistem 

Pengendalian Intern pada Pemda Kabupaten 

Jayapura. 

Berdasarkan realita tersebut di atas, guna tetap 

terjaganya kualitas laporan keuangan maka 

perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan 

terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), laporan keuangan 

pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas 

apabila laporan tersebut andal, relevan, dapat 

dipahami dan dapat dibandingkan. Laporan 

keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa 

Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai 

dengan wewenang yang dilimpahkan 

kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab 

mengelola organisasi. Kualitas merupakan 

suatu penilaian terhadap output pusat 

pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu 

dilihat dari segi yang berwujud seperti barang 

maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu 

kegiatan. Dalam meningkatkan kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, diantaranya dijelaskan 

sebagai berikut. 

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Dengan demikian 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

merupakan persyaratan yang mempunyai 

kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah di 

Indonesia. Penerapan SAP dilingkungan 

pemerintah sangatlah penting, sebagai salah 

satu kunci transparansi dan akuntabilitas 

laporan keuangan oleh sektor pemerintahan itu 

sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa penerapan SAP 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan [1]. Namun demikian 

bertolak belakang dengan penelitian yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan penerapan SAP terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [2].  

Selain faktor penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, faktor kedua yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia.  

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah 

kemampuan seseorang atau individu, suatu 

organisasi/kelembagaan atau sistem untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi atau 

kewenangannya untuk mencapai tujuannya 

secara efektif dan efisien [3]. Kapasitasnya 

harus dilihat sebagai kemampuan untuk 

mencapai kinerja, untuk menghasilkan luaran-

luaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). 

Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat 

dipelukan agar laporan keuangan yang 

dihasilkan dapat memenuhi karakteristik 

kualitatif laporan keuangan. Keberhasilan suatu 
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entitas dipengaruhi oleh kompetensi Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki untuk 

merencanakan, melaksananakan dan 

mengendalikan entitas yang bersangkutan. 

Demikian halnya dengan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah, jika tingkat kompetensi 

Sumber Daya Manusia memadai, maka akan 

semakin meningkatkan Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang menyatakan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan [4]. Meski demikian peneliti 

lain menyatakan hal yang berbeda di mana hasil 

penelitian masing-masing menyimpulkan 

bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan [5] dan [6]. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan adalah Pemanfaatan 

Teknologi Informasi. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh 

pengguna teknologi informasi dalam 

melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan 

Teknologi Informasi merupakan tingkat 

integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan 

tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan [4] dan [7]. Namun bertolak belakang 

dengan penelitian yang yang menyatakan 

pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh 

negatif dan tidak segnifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan dilakukan [8] dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak 

berpengaruh terhadap Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan [5].  

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah adalah 

Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pengendalian 

Intern merupakan suatu cara untuk 

mengarahkan, mengawasi dan mengukur 

sumber daya suatu organisasi, serta berperan 

penting dalam pencegahan dan pendeteksian 

penggelapan (fraud). Pengendalian Intern 

terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

digunakan dalam mencapai sasaran dan 

menjamin atau menyediakan informasi 

keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya 

hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Pada tingkatan organisasi, tujuan sistem 

pengendalian intern berkaitan dengan keandalan 

laporan keuangan, umpan balik yang tepat 

waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan 

operasional dan strategis, serta kepatuhan pada 

hukum dan regulasi. Sistem Pengendalian 

Intern berpegaruh positif dan signfikan terhadap 

kualitas laporan keuangan [3] dan [7]. 

Sementara peneliti lain menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa Sistem Pengendalian 

Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan [5]. 

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan, 

masih terdapat perbedaan hasil penelitian 

(inconsistency result) dari para peneliti 

terdahulu serta fenomena masih belum 

optimalnya Sistem Pengendalian Intern di 

Kabupaten Jayapura.  

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Baik buruknya pengelolaan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan 

yang berkualitas sebagai gambaran apakah 

Kepala Daerah sebagai penanggungjawab 

pengelolaan keuangan telah melaksanakan 

kegiatan dalam lingkup pemerintahan daerah 

sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan 

kepadanya. Kualitas didefinisikan sebagai suatu 

kondisi dinamis di mana yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan [9]. Kualitas sebagai kesesuaian 

dengan standar, diukur berbasis kadar 

ketidaksesuaian, serta dicapai melalui 

pemeriksaan [10]. 

Laporan keuangan sebagai laporan terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan [11]. Laporan keuangan merupakan 

suatu hasil dari proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi 

(keuangan) dari entitas pemerintah yang 

dijadikan sebagai informasi dalam rangka 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
daerah dari pengambilan keputusan ekonomi 

oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah 

daerah yang memerlukannya [12]. 

LKPD disusun untuk menyediakan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah selama satu periode. LKPD 

terutama digunakan untuk membandingkan 

realisasi pendapatan dan belanja dengan 

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi 

keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi 

Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan 
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ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

menyatakan tujuan umum laporan keuangan 

adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan 

kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat 

dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber daya. Karakteristik kualitatif laporan 

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya [11]. 

 

2.2. Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Standar akuntansi merupakan pedoman atau 

prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan 

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 

untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna 

laporan keuangan [13]. Upaya konkrit dalam 

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di 

lingkungan pemerintah mengharuskan setiap 

pengelola keuangan negara untuk 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan dengan cakupan yang 

lebih luas dan tepat waktu. Pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah wajib menyajikan 

laporan keuangan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Pengguna laporan 

keuangan termasuk legislatif akan 

menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan 

untuk memahami informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan dan eksternal auditor 

(BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria 

dalam pelaksanaan audit. 

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan 

dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi 

judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu 

Standar Akuntansi Pemerintahan juga 

dilengkapi dengan kerangka konseptual 

akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi 

Pemerintahan dapat digunakan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat [14]. 

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan, 

yang selanjutnya disingkat SAP merupakan 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Sebagai implikasi 

ditetapkannya SAP maka pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah telah mempunyai pedoman 

dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

berlaku.  

SAP diterapkan di lingkungan pemerintahan, 

baik di pemerintah pusat dan kementerian-

kementeriannya maupun di pemerintah daerah 

dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini 

akan berdampak pada peningkatan kualitas 

pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan 

daerah. Ini berarti informasi keuangan 

pemerintahan akan dapat menjadi dasar 

pengambilan keputusan di pemerintahan dan 

juga terwujudnya transparansi serta 

akuntabilitas. 

 

2.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompetensi merupakan sebuah karakteristik 

dasar seseorang yang mengindikasikan cara 

berpikir, bersikap dan bertindak, serta menarik 

kesimpulan yang dapat dilakukan dan 

dipertahankan oleh seseorang pada waktu 

periode tertentu [15]. Permendagri Nomor 2 

pasal 1 tahun 2013 menjelaskan bahwa 

kompetensi adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksaaan tugas jabatannya, 

sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat 

melaksanakan tugasnya secara professional, 

efektif dan efisien.  

Sumber daya manusia merupakan pilar 

penyangga utama sekaligus penggerak roda 

organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan 

misi serta tujuan organisasi. Sumber daya 

manusia merupakan elemen organisasi yang 

sangat penting, karenanya harus dipastikan 

sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik 

mungkin agar mampu memberikan kontribusi 

secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi [16]. Selanjutnya Organisasi 

Perangkat Daerah harus memiliki kualitas 

sumber daya manusia yang didukung dengan 

latar belakang pendidikan akuntansi, sering 

mengikuti pendidikan dan pelatihan dan 

mempunyai pengalaman di bidang keuangan 

agar mampu memahami logika akuntansi [17]. 

 

2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi  

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan 

manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem 

informasi dalam melaksanakan tugasnya atau 

perilaku dalam menggunakan teknologi pada 

saat melakukan pekerjaan [18]. Pengukurannya 

berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi 

pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat 
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lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi 

informasi yang tepat dan didukung oleh 

keahlian personil yang mengoperasikannya 

dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan 

keuangan.  

Teknologi informasi sangat berpengaruh dalam 

menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Hal ini didukung oleh pernyataan 

yang menyatakan bahwa kemajuan Teknologi 

informasi mempengaruhi perkembangan sistem 

informasi akuntansi dalam hal pemrosesan data, 

pengendalian intern, dan peningkatan jumlah 

dan kualitas dalam pelaporan keuagan [19].  

2.5. Sistim Pengendalian Intern 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) mendefinisikan pengendalian intern 

adalah proses integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus 

oleh pimpinan dan seluruh pegawai, dengan 

tujuan untuk memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

laporan keuangan, pengamanan aset negara dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Tujuan dari sistem pengendalian 

intern adalah [20]: 

2.5.1. Untuk melindungi aset (termasuk data) 

Negara; 

2.5.2. Untuk memelihara catatan secara rinci 

dan akurat; 

2.5.3. Untuk menhasilkan informasi keuangan 

yang akurat, relevan dan andal; 

2.5.4. Untuk menjamin bahwa laporan 

keuangan disusun sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku (Standar 

Akuntansi Pemerintahan); 

2.5.5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi; 

2.5.6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan 

manajemen dan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

Lima unsur sistem pengendalian intern 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 adalah Lingkungan pengendalian, 

Penilaian resiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi dan pemantauan. 

Selain hal tersebut, PP No. 60 tahun 2008 

dalam pasal 2 menyatakan bahwa pengendalian 

atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP 

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bagi tercapainya efektivitas dan 

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintah negara, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.  Pendendalian intern diterapkan 

untuk melakukan pengawasan dan 

pengendalian khususnya dalam menyusun 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) agar sesuai dengan standar yang 

berlaku untuk mencapai LKPD yang 

berkualitas.  

 

2.6. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konsep penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 1. sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

2.7. Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.7.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP 

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 

ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan Pemerintah. 

dalam penelitian yang berjudul 

“Pengaruh SAP, Sistem Informasi Akuntansi 

dan Kompetensi Pengelolaan Keuangan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

menyatakan bahwa Standar Akuntansi 

Pemerintahan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

[1]. 

H1 : Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berpengaruh secara 

parsial terhadap kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah 

2.7.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Penelitian sebelumnya menyimpulkan 

bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan di Kantor 

Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan 
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Biro Layanan Informasi dan Komunikasi [4]. 

Berdasarkan hasil tersebut diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia 

berpengaruh secara parsial terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

2.7.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi 

Informasi terhadap Kualitas Laporan 

Keangan Pemerintah Daerah 

Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pada pengadilan sewilayah banten 

menyimpulkan bahwa Pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan [7]. 

Berdasarkan hasil kajian tersebut diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi 

berpengaruh secara parsial terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

2.7.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern 

terhadap Kualitas Laporan Keangan 

Pemerintah Daerah 

dalam penelitian berjudul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandar Lampung” menyatakan bahwa Sistem 

Pengendalian Intern berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

[3]. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H4 : Sistem Pengendalian Intern 

berpengaruh secara parsial terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

2.7.5. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Sistem Pengendalian 

Intern secara simultan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh SAP, 

Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi 

pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan 

keuangan menyatakan bahwa Standar 

Akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan [1]. Selanjutnya Penelitian yang 

berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM 

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan di Kantor Pendidikan dan 

Kebudayaan Situbondo dan Biro Layanan 

Informasi dan Komunikasi. Selain itu penelitian 

mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Kualitas Laporan Keuangan Pada Pengadilan 

sewilayah Banten menyimpulkan bahwa 

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan [7]. 

Penelitian lainnya berjudul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar 

Lampung menyatakan Sistem Pengendalian 

Intern berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan [3]. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, 

diajukan hipotesis penelitian kelima berikut: 

H5 : Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Sistem Pengendalian 

Intern berpengaruh secara 

simultanterhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

 
3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kuantitatif menekankan pada pengujian teori-

teori melalu pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik [21]. Berdasarkan 

karakteristik masalah penelitian maka 

dilkasifikasikan kedalam penelitian deskriptif 

yang merupakan penelitian terhadap masalah-

masalah berupa fakta saat ini dari suatu 

populasi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian pengujian. Jenis 

penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan 

kasual antara beberapa variabel. Penelitian ini 

akan menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Penelitian dilaksanakan pada seluruh Perangkat 

Daerah di Kabupaten Jayapura yang terletak di 

Kota Sentani. Populasi dalam penelitian ini 

adalah unit kerja pada Perangkat Daerah 

Kabupaten Jayapura. Jumlah perangkat 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat 

Daerah adalah sebanyak 54 yang terdiri dari 2 

Sekretariat (Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
DPRD), Inspektorat, RSUD, 7 Badan, 24 Dinas, 

dan 19 Distrik. 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode nonprobability 
sampling dengan pendekatan purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan sumber data dengan pertimbangan 

tertentu [22]. Pusposive sampling ini digunakan 

karena informasi yang akan diambil berasal dari 

sumber sengaja dipilih menggunakan kriteria 

tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang 

menjadi objek dalam penelitian ini yakni: 

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan 

Pelaksana di bidang Akuntansi dengan status 

aktif dan masa kerja minimal satu tahun dalam 

periode penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Variabel terikat adalah Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (Y), kemudian 

variabel bebas adalah: Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (X1), Kompetensi 

Sumber Daya Manusia (X2), Pemanfaatan 

Teknologi Informasi (X3) dan Sistem 

Pengendalian Intern (X4).Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda yang meliputi: uji validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier 

berganda, uji t, uji F dan uji koefisien 

determinasi (R Square). 

 
4. ANALISIS DAN HASIL 

PENELITIAN 

4.1. Kalibrasi 

4.1.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan 

analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap 

item dengan skor variabel (hasil penjumlahan 

seluruh skor item pernyataan). Teknik 

korelasinya memakai Pearson Correlation, 

dengan signifikansi 5%. Hasil pengujian 

validitas disajikan pada tabel 2. berikut: 

Tabel 2: Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dari pengujian validitas pada tabel 2. 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

variabel penelitian ini dapat dikatakan valid 

dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 

0,05. 

4.1.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas kajian ini menggunakan 

Cronbach’salphadimana suatu instrumen dapat 

dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien 

keandalan lebih besar atau sama dengan 0.60 

artinya apabila α = 0.60 maka instrumen dapat 

dikatakan reliable. Hasil pengujian reliabilitas 

terlihat pada tabel 3: 
 

Tabel 3 

Uji Reliabilitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data di olah (2020) 

Seluruh variabel terteliti dalam kajian ini 

ternyata memiliki Cronbach’s Alpha diatas 0.60 

sehingga seluruh data penelitian ini dapat 

dikatakan reliableyang artinya data ini layak 

untuk dilanjutkan pada pengolahan data tahapan 

selanjutnya. 

4.1.3. Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1. Uji Normalitas 

Normal tidaknya distribusi data penelitian 

dilakukan dengan melihat penyebaran data pada 

normal probability plot. Tampilan hasil 

pengujian normal probability plot data 

penelitian terlihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2: Normal probability plot. 

Sumber : Data diolah, (2020) 

 

Berdasarkan normal probabilityplot diatas, 

tersebut menunjukkan bahwa distribusi data 

hasil observasi hampir mendekati normal. 
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Untuk lebih memperkuat asumsi normalitas 

maka dilakukan pengujian menggunakan 

metode Kolmogorov-smirnov. Jika nilai Asymp 

sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data 

berdistribusi normal. 

 
Tabel 4 

One Sample KS Test 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Hasil output One Sample KS 

Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel pengujian Kolmogorov-
smirnov didapatkan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari nilai 

signifikan 0,05 sehingga disimpulkan data 

berdistribusi normal dan dalam hal ini asumsi 

normalitas terpenuhi. 

 
4.1.3.2. Uji Multikoliniearitas  

Pengujian multikolinearitas kajian ini 

menggunakan melihat nilai Variance 

Inflation Faktor (VIF) atau faktor 

pertambahan ragam. Apabila nilai VIF lebih 

besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas, 

sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 

maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut 

ini adalah hasil Pengujian multikolinearitas 

seperti yang terlihat dibawah ini. 
 

Tabel 5 

Pengujian Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah (2020) 

Data diatas menunjukan bahwa nilai tolerance 

mendekati 1 dan nilai VIF berada dibawah 10 

yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel independen dalam penelitian ini. 

 

4.1.3.3. Uji Heterokedastisitas  

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian 

ini dilakukan dengan melihat gambar charts 

scatterplot. Berikut ini adalah hasil pengujian 

heterokedastisitas yang terlihat pada gambar 

charts scatterplot berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Scatterplot 

Sumber: Data diolah, (2020) 

 
Gambar 3. menunjukkan bahwa data penelitian 

bebas heterokedastisitas karena titik-titik data 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. 

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian 

ini dibuktikan juga menggunakan uji Glejser, 

dengan ketentuan jika nilai signikansi pengaruh 

variabel independen terhadap nilai absolut 

residual lebih besar dari 0,05 maka penelitian 

dikatakan tidak heteroskedastisitas. Adapun 

hasil analisis menggunakan uji Glejser dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6 

Hasil uji Glejser 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan tabel 6, hasil uji heterokedastisitas 

diperoleh nilai signifikansi penerapan SAP 

sebesar 0,166, kompetensi SDM sebesar 0,784, 

pemanfaatan TI sebesar 0,721, dan SPI sebesar 

0,732. Nilai ini lebih besar dari 0,05, artinya 

tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi 

heterokedastisitas dalam penelitian ini 

terpenuhi. 
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4.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda 

digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

pengaruh pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil 

analisis regresi berganda yang terlihat dibawah 

ini. 

Tabel 7 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (2020) 

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa 

persamaan regresi linier berganda yang 

diperoleh dari hasil analisis sebagai berikut: 
 

Y=(-8,082)+0,162X1+0,162X2+0,496X3+0,369X4+e 
 

Hasil persamaan regresi berganda tersebut 

diatas memberikan pengertian: 

4.2.1. Nilai konstanta -8,082 menjelaskan 

bahwa apabila variabel independen yaitu 

penerapan SAP (X1), kompetensi SDM 

(X2), pemanfaatan TI (X3) dan SPI (X4) 

bernilai konstan atau tidak ada perubahan 

maka kualitas LKPD bernilai -8,082.  

4.2.2. β1 (nilai koefisien regresi X1) 0,162 

menjelaskan bahwa jika penerapan SAP 

(X1) meningkat dengan asumsi variabel 

independen lain bernilai konstan (tetap) 

maka kualitas LKPD meningkat sebesar 

0,162. 

4.2.3. β2 (nilai koefisien regresi X2) 0,162 

menjelaskan bahwa jika kompetensi 

SDM (X2) meningkat dengan asumsi 

variabel lain konstan (tetap) maka 
kualitas LKPD meningkat sebesar 0,162. 

4.2.4. β3 (nilai koefisien regresi X3) 0,496 

menjelaskan bahwa jika pemanfaatan TI 

(X3) meningkat dengan asumsi variabel 

lain konstan (tetap) maka kualitas LKPD 

meningkat sebesar 0,496. 

4.2.5. β4 (nilai koefisien regresi X4) 0,369 

menjelaskan bahwa jika SPI (X4) 

meningkat dengan asumsi variabel lain 

konstan (tetap) maka kualitas LKPD 

meningkat sebesar 0,369. 

Berdasarkan analisis regresi di atas dapat 

menjelaskan kontribusi dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen 

sebagai berikut: 

Penerapan SAP memiliki nilai koefisien 

standarisasi sebesar 0,147 dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,792. Ini 

menunjukkan bahwa Penerapan SAP memiliki 

kontribusi sebesar (0,162 x 0,792 = 0,1163) 

atau sebesar 11,63%. 

Kompetensi SDM memiliki nilai koefisien 

standarisasi sebesar 0,147 dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,786. Ini 

menunjukkan bahwa Kompetensi SDM 

memiliki kontribusi sebesar (0,162 x 0,786 = 

0,1155) atau sebesar 11,55%. 

Pemanfaatan TI memiliki nilai koefisien 

standarisasi sebesar 0,380 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,936. Ini menunjukkan bahwa 

Pemanfaatan TI memiliki kontribusi sebesar 

(0,380 x 0,936 = 0,3556) atau sebesar 35,56%. 

Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai 

koefisien standarisasi sebesar 0,395 dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,931. Ini 

menujukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern 

memiliki kontribusi sebesar (0,395 x 0,931 = 

0,3667) atau sebesar 36,67%. 

Dengan demikian, variabel yang paling 

dominan atau yang paling banyak memberi 

kontribusi dari keempat variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah variabel Sistem 

Pengendalian Intern dengan hasil kontribusi 

sebesar 36,67%. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Uji t (Pengujian Parsial) 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh penerapan SAP, kompetensi 

SDM, pemanfaatan TI dan SPI terhadap 

kualitas LKPD juga untuk menentukan apakah 

hipotesis diterima atau ditolak. Hasil uji t 

(pengujian parsial) dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
Tabel 8 

Uji t 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, (2020) 

4.3.1.1. Berdasarkan Tabel hasil pengujian 

parsial variabel penerapan SAP 

memiliki nilai thitung sebesar 3,445 > 

ttabel 1,996 dengan angka probabilitas 

sebesar 0,001 < 0,05 atau (0,001 lebih 

kecil dari 0,05), signifikansinya bernilai 
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positif (+) dan koefisien regresinya 

bertanda (+) yaitu 0,147; dengan 

demikian menunjukkan bahwa 

Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini 

berarti hipotesis satu (H1) diterima. 

4.3.1.2. Hasil pengujian parsial variabel 

kompetensi SDM memiliki nilai thitung 

sebesar 3,641 > ttabel 1,996 dengan 

angka probabilitas sebesar 0,001 < 0,05 

atau (0,001 lebih kecil dari0,05), 

signifikansinya bernilai positif (+) dan 

koefisien regresinya bertanda (+) yaitu 

0,147; dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Kompetensi 

Sumber Daya Manusia berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 

hal ini berarti hipotesis dua (H2) 

diterima. 

4.3.1.3. Hasil pengujian parsial variabel 

pemanfaatan TI memiliki nilai thitung 

sebesar 6,085 > ttabel 1,996 dengan 

angka probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 

atau (0,000 lebih kecil dari 0,05) 

signifikansinya bernilai positif (+) dan 

koefisien regresinya bertanda (+) yaitu 

0,380, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Pemanfaatan 

Teknologi Informasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 

hal ini berarti hipotesis tiga (H3) 

diterima. 

4.3.1.4. Hasil pengujian parsial variabel SPI 

memiliki nilai thitung sebesar 6,845 > 

ttabel 1,996 dengan angka probabilitas 

sebesar 0,000 < 0,05 atau (0,000 lebih 

kecil dari 0,05) signifikansinya bernilai 

positif (+) dan koefisien regresinya 

bertanda (+) yaitu 0,395; dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

Sistem Pengendalian Intern 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah, hal ini berarti 

hipotesis empat (H4) diterima. 

 

4.3.2. Uji F (Pengujian Simultan) 

Uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya 

pengaruh secara simultan antara variabel 

independen (penerapan SAP, kompetensi SDM, 

pemanfaatan TI dan SPI) terhadap variabel 

dependen (kualitas LKPD). Hasil uji F 

(pengujian simultan) dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
Tabel 9 

Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, (2020) 

Berdasarkan tabel pengujian secara simultan 

penerapan SAP, kompetensi SDM, 

pemanfaatan TI dan SPI memiliki nilai Fhitung 

sebesar 334,890 > dari Ftabel 2,52 dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05 atau (0,000 lebih kecil 

dari 0,05), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Hal in berarti bahwa Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Sistem Pengendalian Intern 

secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis 

lima(H5) diterima. 

 
4.3.3. Pengujian Koefisien Determinasi (R 

Square) 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. Tabel berikut merupakan hasil 

uji koefisien determinasi (R2). 

Tabel 10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, (2020) 

Berdasarkan Tabel hasil output Model Summary 

nilai Adjust R square (R2) adalah sebesar 0,953 

menunjukkan bahwa 95,3% variasi kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat 

dijelaskan oleh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Sistem Pengendalian Intern. Sedangkan sisanya 

(100% - 95,3% = 4,7%) dijelaskan oleh 
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variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model regresi ini.   

4.4. PEMBAHASAN 

4.4.1. Pengaruh Penerpan Standar Akuntansi 

Pemerintahan secara parsial terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan menunjukkan bahwa penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung 

variabel Penerapan Standar Akuntansi yaitu 

sebesar 3,445, nilai ini lebih besar dari nilai ttabel 
1,996. Tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 

atau (0,001 lebih kecil dari 0,05). Standar 

Akuntansi Pemerintahan disusun dalam rangka 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

Suatu pemerintahan dalam proses akuntansi 

maupun pelaporan keuangannya perlu 

menggunakan standar akuntansi yang 

ditetapkan dan dijadikan acuan oleh pemerintah 

untuk digunakan dalam setiap standar pelaporan 

akuntansi oleh Instansi maupun Lembaga [23]. 

Penerapan Standar Akuntansi sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini 

terlihat dari persepsi Kepala Sub Bagian 

Program dan Keuangan serta ASN selaku 

Pelaksana dibidang Akuntansi pada Perangkat 

Daerah Kabupaten Jayapura yang menyatakan 

bahwa dengan diterapkannya SAP maka 

kemungkinan salah saji dalam laporan 

keuangan dapat dihindari dengan adanya 

standar baku yang tercantum dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang digunakan 

sebagai pemodaman penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah [1] dan 

[24]. 

4.4.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia secara parsial terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan menunjukkan bahwa Kompetensi 

Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dari 

nilai thitung variabel Kompetensi Sumber Daya 

Manusia yaitu sebesar 3,641, nilai ini lebih 

besar dari nilai ttabel 1,996. Tingkat signifikansi 

sebesar 0,001 < 0,05 atau (0,001 lebih kecil dari 

0,05). Kompetensi sumber daya manusia yang 

dilaksanakan dengan baik, maka kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah akan 

meningkat, sehingga lapoan keuangan dapat 

memenuhi karakteristik kualtitatif. Sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi akan 

dapat menyelesaikan pekerjaannya secara 

efisien dan efektif. Kompetensi Sumber Daya 

Manusia memiliki peran penting dalam 

meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari 

tanggapan Kepala Sub Bagian Program dan 

Keuangan serta ASN selaku Pelaksana dibidang 

Akuntansi yang menyatakan bahwa adanya 

Sumber Daya Manusia yang kompeten maka 

akan mendukung ketepatan waktu dalam 

pembuatan serta penyusunan laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah [7]. 

4.4.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi 

Informasi secara parsial terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan menunjukkan bahwa Pemanfaatan 

Teknologi Informasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dari 

nilai thitung variabel Pemanfaatan Teknologi 

Informasi yaitu sebesar 6,085, nilai ini lebih 

besar dari nilai ttabel 1,996. Tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05 atau (0,000 lebih kecil dari 

0,05). Teknologi informasi dipakai dalam 

sistem informasi akuntansi untuk menyediakan 
informasi bagi para pemakai dalam rangka 

pengambilan keputusan. Teknologi informasi 

sangat berpengaruh dalam menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini 

terlihat dari tanggapan Kepala Sub Bagian 

Program dan Keuangan serta ASN selaku 

Pelaksana dibidang Akuntansi yang 

menyatakan pentingnya Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. Dengan diterapkannya teknologi 
informasi dalam kegiatan akuntansi maka akan 

lebih mempermudah dan mempercepat 
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palaksanaan penyusunan laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan [8]. 

4.4.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern 

secara parsial terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Hasil analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan menunjukkan bahwa Sistem 

Pengendalian Intern berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dari 

nilai thitung variabel Sistem Pengendalian Intern 

yaitu sebesar 6,845, nilai ini lebih besar dari 
nilai ttabel 1,996. Tingkat signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 atau (0,000 lebih kecil dari 0,05). 

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 

negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur 

sistem pengendalian intern dengan melakukan 

langkah-langkah seperti pengawasan, 

pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian 

wewenang, dokumentasi atas transaksi yang 

lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan 

tepat waktu sera melakukan pengujian sistem 

pengendalian yang sudah ada. Sistem 

Pengendalian Intern yang baik memberi 

dampak yang baik dalam peningkatan kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini 

terlihat dari tanggapan Kepala Sub Bagian 

Program dan Keuangan serta ASN selaku 

Pelaksana dibidang akuntansi pada Perangkat 

Daerah yang berpendapat bahwa penerapan 

sistem pengendalian intern yang optimal maka 

akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem 

pengendalian intern telah memenuhi fungsinya 

dalam hal memberikan keyakinan memadai 

tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan 

terhadap hukum dan perundang-undangan dan 

efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan 

pada setiap Perangkat Darerah. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem 

pengendalian intern berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah [3] dan [7]. 

4.4.5. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Sistem Pengendalian 

Intern secara simultan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan antara independen terhadap variabel 

dependen. Hal ini terlihat dari hasil output uji F 

pada tabel Anova yang menampilkan nilai 

Fhitung sebesar 334,890 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai Fhitung334,890 

lebih besar dari nilai Ftabel yaitu 2,52. Hasil ini 

berarti bahwa Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Pemanfaatan Tekonologi Informasi 

dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan 

atau bersama-sama berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Hal ini terlihat dari tanggapan Kepala 

Sub Bagian Program dan Keuangan serta ASN 

selaku Pelaksana dibidang akuntansi pada 

Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura yang 

berpendapat masing-masing variabel 

independen dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh yang besar dalam menjelaskan 

variabel dependen. Dengan demikian apabila 

variabel independen (Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Sistem Pengendalian Intern 

diterapkan secara bersama-sama secara setiap 

Perangkat Daerah, maka hal tersebut dapat 

memberikan dampak yang baik dalam 

peningkatan Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah.  

 

5. PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

5.1. Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Jayapura. 

5.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jayapura.  

5.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.  

5.4. Sistem Pengendalian Intern secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. 

5.5. Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Sistem Pengendalian 

Intern secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.  
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